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ABSTRACT 

This study examines segregation as a manifestation of failed spatial justice in urban 

areas, particularly in contexts where a planned gated community coexists in close 

proximity with an organically developed settlement. The research was conducted in 

The Royal Residence and the surrounding area of Jalan Swadaya Pos, East Jakarta, 

using a qualitative case study approach. Although located within the same 

administrative boundary, the two areas exhibit markedly different spatial 

conditions. Data were collected through in-depth interviews with 19 informants 

consisting of residents from both areas and representatives from three government 

institutions and were complemented by field observation and document analysis. 

The analysis was developed with reference to Lefebvre’s theory of the production 

of space, Harvey’s concept of the urbanization of capital as an extension of Marx’s 

class analysis, and Fainstein’s framework of spatial justice. The findings show that 

segregation emerges in four forms: physical, social, symbolic, and historical. These 

forms continue to be reproduced through the formation of exclusive residential 

spaces, land commodification that generates economic pressure on surrounding 

communities, and social assistance practices that fail to address structural issues. 

Segregation is further sustained through everyday social practices, including 

strengthened security systems, the management of facilities on government-owned 

land that encourages ownership logics, and the internalization of social positions 

among marginalized groups. Failed spatial justice is reflected in the incomplete 

realization of the principles of equity, democracy, and diversity. Therefore, 

segregation is understood as a systemic issue rather than merely the outcome of 

particular actors’ actions. 

Keywords: spatial justice, segregation, space production, social class, gated 

community
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan yang 

berlangsung pesat sering kali tidak diikuti oleh ketersediaan ruang yang 

memadai. Kondisi tersebut menyebabkan ruang perkotaan berkembang 

secara tidak merata, sehingga memengaruhi akses masyarakat terhadap 

permukiman, fasilitas umum, infrastruktur, dan berbagai layanan perkotaan 

lainnya. Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian 

Indonesia merupakan salah satu kota yang menghadapi tekanan tersebut. 

Menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 yang 

tercantum di dalam Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2025, wilayah 

seluas 660,982 km2 ini dihuni oleh hampir 11 juta penduduk. Angka ini 

merupakan yang tertinggi menurut perhitungan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) tahun 2024. Kepadatan penduduk yang amat tinggi namun 

tidak diikuti oleh perluasan wilayah maka akan menciptakan tekanan tinggi 

terhadap ketersediaan ruang untuk permukiman penduduknya. Selain 

permukiman penduduk, fenomena ini juga berdampak ke akses 

masyarakatnya terhadap fasilitas umum, sarana transportasi, infrastruktur 

sosial, hingga kegiatan ekonomi.  

Di tengah laju pembangunan kota yang cepat, ruang menjadi semakin 

terbatas sehingga persaingan untuk pemanfaatan ruangnya pun semakin 

tajam. Urbanisasi yang terus berlangsung memperparah tekanan tersebut. 

Pertumbuhan penduduk Jakarta tidak hanya berasal dari kelahiran alami, 

tetapi juga dari arus migrasi yang tinggi karena daya tarik pembangunan kota 

ini (Harahap, 2023). Urbanisasi dikenal sebagai bergesernya populasi 

penduduk dari suatu daerah dengan jumlah besar yang umumnya berasal dari 

desa ke kota dengan harapan adanya perubahan nasib (Setiawati et al., 2023). 

Urbanisasi pada dasarnya bersumber dari perkembangan wilayah yang tidak 

merata. Gejala ini tampak jelas di DKI Jakarta, yang ditandai oleh tingginya 
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laju urbanisasi sekaligus meningkatnya kebutuhan akan ruang. Kemunculan 

permukiman baru, baik yang terbentuk melalui perencanaan maupun yang 

tumbuh secara organik, kerap memunculkan ketimpangan dalam distribusi 

dan pemanfaatan ruang. Ketimpangan tersebut tidak terbatas pada perbedaan 

wujud fisik bangunan, melainkan juga merambah akses terhadap 

infrastruktur, layanan publik, dan kualitas lingkungan. Apabila dibiarkan, 

ketimpangan ini berpotensi melebar dan memperjauh jarak antarwilayah, baik 

secara sosial-ekonomi maupun dalam hal pemanfaatan ruang. Kondisi inilah 

yang perlu diatasi agar pembangunan dapat dikatakan benar-benar adil. 

Kondisi ini juga meningkatkan disparitas antara kelompok 

masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Ketimpangan tercermin tidak 

hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perbedaan kualitas ruang dan 

akses terhadap fasilitas. Perbedaan tersebut menyebabkan perkembangan 

wilayah menjadi tidak seimbang. Beberapa kawasan mendapat keuntungan, 

sementara kawasan lain sulit berkembang karena keterbatasan ruang dan 

fasilitas. Ketimpangan spasial adalah situasi di mana terdapat ketimpangan 

dalam ruang yang kerap menjadi penyebab menurunnya produktivitas unsur-

unsur penyusunnya (Purba & Sugiri, 2016). Menurut Rohmah & Sastiono 

(2021), ketimpangan dapat dilihat dari beberapa indikator kehidupan, seperti 

besar kecilnya pendapatan, tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, hingga 

akses yang dimiliki masyarakat terhadap layanan dasar. Ditambah, 

ketimpangan juga dapat membatasi mobilitas sosial, di mana masyarakat 

yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu kesulitan dalam 

meningkatkan status ekonominya. Hal ini akan menciptakan kemiskinan 

struktural yang sulit diputus (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020). 

Ketimpangan spasial sendiri bisa terjadi diakibatkan adanya kegagalan 

keadilan dalam pembangunan (Sugiri, 2009). Jakarta yang merupakan 

wilayah dengan pertumbuhan penduduknya yang begitu masif, upaya yang 

keras dari pemerintah menjadi keharusan untuk mewujudkan keadilan yang 

berkaitan dengan distribusi manfaat pembangunan fasilitas dan pelayanan 

sosial di kawasan permukiman terencana maupun tidak terencana. Tingginya 
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kebutuhan masyarakat terhadap hunian sering kali menyebabkan kawasan 

permukiman, baik yang terencana maupun tidak, berkembang di lokasi yang 

tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, permukiman yang terbentuk 

tidak mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan 

berkelanjutan (Mukhlis & Akbar, 2024). 

Ketimpangan spasial yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta 

sering kali terjadi dalam bentuk segregasi, yaitu ekspresi dari kesenjangan 

sosial di dalam wilayah kota yang berwujud pemisahan masyarakat di suatu 

permukiman yang disebabkan oleh kebijakan, perbedaan kondisi sosial 

ekonomi, etnis, hingga ras (Bayer et al., 2004). Segregasi tidak selalu 

berbentuk pemisahan yang bersifat resmi, sering kali segregasi terlihat dari 

akses masyarakat terhadap fasilitas publik, hingga kesejahteraan masyarakat 

yang ada di dalamnya. Kawasan perumahan The Royal Residence yang 

merupakan kawasan yang tertata dan memiliki fasilitas lengkap cenderung 

dihuni oleh kelompok dengan kemampuan finansial yang baik, sedangkan 

permukiman yang kurang tertata seperti di sekitar Jalan Swadaya Pos 

menghadapi keterbatasan ruang, hingga kualitas lingkungan yang tidak 

memadai.  

Pola pemisahan ini membuat ketimpangan tidak hanya terjadi dalam 

dimensi spasial, tetapi juga sosial, di mana kelompok-kelompok yang 

memiliki akses lebih terhadap sumber daya dan fasilitas memperkuat posisi 

dominannya, sementara kelompok yang kemampuan finansialnya kurang 

atau terpinggirkan menghadapi berbagai hambatan, baik dalam hal 

pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan. Fenomena ini membuat jarak 

sosial yang ada semakin lebar antara kelompok yang memiliki kemampuan 

ekonomi yang baik dengan yang tidak. Segregasi bukan sekadar pemisahan 

fisik antar kawasan, namun juga memberikan gambaran mengenai 

ketidakadilan yang terjadi di masyarakat tentang distribusi kesempatan hidup 

yang baik (Unceta et al., 2020). Warga di kawasan yang kemampuan 

ekonominya kurang sering kali hanya memiliki akses terbatas terhadap 

pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai, dan peluang kerja 
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yang setara dengan kelompok sosial yang lebih tinggi. Ketimpangan akan 

memelihara ketidaksetaraan yang ada dan dapat memicu permasalahan yang 

lebih besar apabila tidak ada kebijakan yang berfokus pada pemerataan 

sumber daya dan kesempatan bagi semua warga kota, tanpa memandang 

status sosial-ekonomi, etnis, atau ras. Ketimpangan spasial yang terjadi 

seharusnya dapat diminimalisir melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Begitu pula kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang 

yang seharusnya dapat menjawab permasalahan spasial yang dihadapi 

masyarakatnya. Namun, implementasi penataan ruang yang belum mampu 

mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dapat 

memunculkan ketimpangan spasial melalui distribusi ruang dan fasilitas 

publik yang tidak merata (Mardani et al., 2025) . 

Kebijakan yang berkaitan penataan ruang sendiri diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan pola 

perencanaan yang diterapkan menurut Hexagraha & Setyorini (2019) masih 

bersifat hierarkis. Dalam sistem ini, pemerintah pusat menjadi aktor utama 

yang merumuskan tata ruang, sementara peran masyarakat lebih pasif. 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 68 Tahun 2010 yang mengatur bentuk dan tata cara partisipasi 

masyarakat dalam penataan ruang. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 

6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata 

Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, disebutkan bahwa bentuk 

peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi: (a) memberikan 

masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah 

pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan 

masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana 

tata ruang, serta penetapan rencana tata ruang; dan (b) melakukan kerja sama 

dengan pemerintah, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat lainnya. 

Menurut Hexagraha & Setyorini (2019), hukum yang ada masih belum bisa 

memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam proses perumusan 
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kebijakan, terutama pada tahapan yang memiliki pengaruh langsung terhadap 

penetapan keputusan akhir. Kebijakan tata ruang di Jakarta sebenarnya telah 

mengatur prinsip pemerataan dan keberlanjutan, sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044. 

Namun, pelaksanaannya sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan 

yang sesungguhnya. Kawasan-kawasan tertentu, terutama kawasan-kawasan 

yang kurang memiliki nilai strategis, kerapkali kurang mendapat perhatian 

dari para perencana kota dan pihak-pihak yang berwenang. Di Jakarta Timur 

khususnya, terdapat banyak kawasan-kawasan permukiman yang kurang 

mendapat perhatian, dikarenakan kawasan-kawasan yang dimaksud termasuk 

dalam kawasan-kawasan yang dianggap kurang memiliki nilai strategis. 

Kawasan seperti di sekitar Jalan Swadaya Pos misalnya, yang menjadi objek 

studi dari penelitian ini, juga berada dalam situasi terpinggirkan dari perhatian 

perencana kota, baik dalam aspek infrastruktur maupun akses layanan publik. 

Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan 

implementasi di lapangan. 

Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos 

berada dalam satu wilayah kelurahan yang sama di Jakarta Timur, serta 

terletak berdekatan secara geografis. Jakarta Timur sendiri, apabila ditinjau 

dari kondisi eksistingnya, merupakan salah satu wilayah yang menampilkan 

karakter spasial kontras antara kawasan perumahan yang tertata baik dengan 

kawasan yang kurang tertata. Perumahan The Royal Residence 

merepresentasikan kawasan hunian formal dengan tata ruang terencana dan 

fasilitas yang relatif lengkap, sementara sekitar Jalan Swadaya Pos 

berkembang sebagai kawasan permukiman padat yang tumbuh secara organik 

tanpa perhatian lebih dari perencana kota. Kendati berada dalam satu 

kelurahan dan berdekatan secara geografis, kedua kawasan ini 

memperlihatkan perbedaan yang mencolok dalam pemanfaatan ruang dan 

kualitas lingkungan. Kontras tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan 

sekaligus potensi ketidakadilan spasial.  
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Perbedaan antara Perumahan The Royal Residence dan kawasan 

sekitar Jalan Swadaya Pos tidak hanya mencerminkan ketimpangan tata 

ruang, tetapi juga menggambarkan perbedaan fungsi sosial ruang dalam 

kehidupan masyarakat di masing-masing kawasan. Fenomena tersebut 

menggambarkan bagaimana kebijakan tata ruang dan struktur sosial saling 

berinteraksi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh 

karena itu, kajian mengenai keadilan spasial pada kedua kawasan ini perlu 

dipahami tidak semata dari aspek perencanaan ruang, tetapi juga dari 

bagaimana ruang berfungsi secara sosial bagi warganya. Penelitian ini 

diarahkan untuk memahami sejauh mana kondisi spasial di The Royal 

Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos mencerminkan prinsip keadilan 

spasial, serta bagaimana kebijakan tata ruang di Jakarta Timur 

mengakomodasi dinamika yang terjadi di dalam satu wilayah kelurahan 

tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka ditetapkan rumusan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Apa saja wujud segregasi spasial yang terjadi antara Perumahan The 

Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos? 

2. Bagaimana proses produksi ruang dan dinamika kelas sosial melahirkan 

serta mereproduksi segregasi spasial di kawasan tersebut? 

3. Bagaimana implementasi keadilan spasial di kawasan Perumahan The 

Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan wujud segregasi spasial yang 

terjadi antara Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan 

Swadaya Pos ditinjau dari dimensi fisik, sosial, simbolik, dan historis. 
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2. Menganalisis bagaimana proses produksi ruang dan dinamika kelas 

sosial melahirkan serta mereproduksi segregasi spasial di kawasan 

Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos. 

3. Mengevaluasi implementasi keadilan spasial di kawasan Perumahan The 

Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos ditinjau dari kerangka 

keadilan spasial Fainstein. 

Pada penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat dari 

segi teoretis dan praktis, yaitu: 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

baru dalam kajian keadilan spasial, khususnya terkait dengan distribusi 

manfaat pembangunan dan segregasi di wilayah perkotaan. Hasil 

penelitian ini penulis harap dapat memberikan sumber literatur mengenai 

permasalahan pada dinamika kehidupan kota, ketidakadilan terhadap 

distribusi  fasilitas publik, dan dampaknya kepada masyarakat. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran 

serta rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait 

dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih merata. Penelitian 

ini dapat memberikan pandangan yang lebih tajam mengenai bagaimana 

ketimpangan distribusi pembangunan mempengaruhi kehidupan sosial 

dan ekonomi masyarakat di dua kawasan tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa segregasi antara Perumahan The 

Royal Residence dan kawasan sekitar Jalan Swadaya Pos merupakan wujud 

dari belum optimalnya implementasi keadilan spasial yang dipengaruhi oleh 

proses produksi ruang dan dinamika kelas sosial. Meskipun berada dalam 

kerangka perencanaan ruang yang sama, kedua kawasan berkembang dengan 

akses, kualitas ruang, dan pengalaman bermukim yang berbeda sehingga 

menghasilkan ketimpangan dalam pemanfaatan ruang perkotaan. 

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama, segregasi spasial di kawasan 

penelitian diwujudkan dalam empat bentuk, yaitu segregasi fisik, sosial, 

simbolik, dan historis. Segregasi fisik ditunjukkan oleh keberadaan 

tembok pembatas, gerbang, dan perbedaan kualitas fasilitas. Segregasi 

sosial tercermin dari terbatasnya interaksi antarkelompok masyarakat. 

Segregasi simbolik terlihat dari perbedaan identitas dan citra yang melekat 

pada masing-masing kawasan, sedangkan segregasi historis terbentuk 

melalui perubahan pemanfaatan lahan dan proses perkembangan kawasan 

yang menghasilkan keterpisahan ruang hingga saat ini. 

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua, segregasi terbentuk melalui proses 

produksi ruang yang melibatkan negara, pengembang, dan masyarakat. 

Negara membentuk kerangka pengaturan ruang melalui kebijakan, 

pengembang membangun ruang yang bercorak eksklusif, sedangkan 

masyarakat mereproduksi segregasi melalui praktik pengelolaan ruang 

sehari-hari. Proses tersebut dipengaruhi oleh relasi kelas sosial, sehingga 

kelompok dengan modal ekonomi dan sosial yang lebih besar memiliki 

kemampuan lebih tinggi dalam mengendalikan dan memperoleh manfaat 

dari ruang. 

3. Berdasarkan rumusan masalah ketiga, implementasi keadilan spasial di 

kawasan penelitian belum terwujud secara optimal. Prinsip equity belum 

tercapai karena masih terdapat ketimpangan akses terhadap ruang dan 
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fasilitas publik, prinsip democracy belum terpenuhi akibat terbatasnya 

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sedangkan prinsip 

diversity belum terwujud karena interaksi antarkelompok masyarakat 

masih berlangsung secara eksklusif. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa segregasi tidak 

hanya merupakan bentuk keterpisahan ruang, tetapi juga merupakan hasil dari 

proses produksi ruang yang mereproduksi ketimpangan kelas dan berimplikasi 

pada belum terwujudnya keadilan spasial. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu memperkuat 

evaluasi implementasi rencana tata ruang dengan tidak hanya berfokus 

pada kesesuaian pemanfaatan ruang, tetapi juga pada pencapaian keadilan 

spasial. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan indikator 

pemerataan akses terhadap fasilitas publik, keterhubungan antarkawasan, 

serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan. 

2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi DKI 

Jakarta perlu memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 

pengembang, khususnya terkait penyediaan dan penyerahan prasarana, 

sarana, dan utilitas (PSU). Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi dan 

pengelolaan aset PSU yang telah diserahterimakan agar aset publik dapat 

dimanfaatkan secara terbuka dan tidak berkembang menjadi ruang yang 

dikelola secara eksklusif oleh kelompok tertentu. 

3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur perlu terus 

mendukung penyelenggaraan penataan ruang melalui penyediaan data 

pertanahan yang akurat serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan aset tanah dan penyelesaian permasalahan 

pertanahan yang berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap 

ruang. 
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4. Masyarakat Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya 

diharapkan dapat membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih 

inklusif dalam pemanfaatan ruang bersama. Upaya tersebut dapat 

dilakukan melalui dialog, kegiatan bersama, maupun partisipasi dalam 

forum lingkungan sehingga ruang yang tersedia tidak hanya memperkuat 

identitas masing-masing kelompok, tetapi juga mendorong interaksi sosial 

dan rasa memiliki terhadap lingkungan secara bersama. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian 

dengan melibatkan perspektif pengembang serta instansi pemerintah yang 

belum berhasil diwawancarai dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian 

komparatif pada beberapa kawasan permukiman di wilayah lain akan 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola 

produksi ruang, segregasi spasial, dan implementasi keadilan spasial 

dalam konteks perkotaan di Indonesia. 
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